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Abstract 
As the financial institutions, Syariah Mandiri’s bank provides an offer a 
house financing program which consist of house financing BSM, house 
subsidy BSM, house BSM Optimal. Those program is a financing program 
to purchase or renovate the house, healthy simple house (RSH), house-shop, 
etc. either for new or second place in the developer and non-developer 
environment. Starting on May 20, 2013 the branch of Mandiri Syariah’s 
Kendari has channeled financing housing approximately 
Rp.78.308.993.645,77 with the number of customers 234 people that 
dedicated to financing houses, house-shop and residential undertaken by the 
developer. The contract used in transaction program that bank is skim ba’i 
al-murabahah, where the purchase contract between the bank and the 
customer. In this program, bank buys items needed and sell the customer by 
same cost plus the margin profit that has been agreed both. 
Keywords: Mandiri Syariah’s bank, Housing Financing, the Contract 
of Murabahah  
 
Abstrak 
Bank Syari’ah Mandiri sebagai lembaga keuangan memberikan suatu 
penawaran pembiayaan pemilikan rumah dengan menerbitkan program  
Pembiayaan Griya BSM, Griya BSM Bersubsidi serta Griya BSM Optima. 
Program ini merupakan program pembiayaan untuk pembelian ataupun 
merenovasi rumah tinggal, rumah sederhana sehat (RSH), ruko dan lain 
sebagainya baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non 
developer. Per tanggal 20 Mei 2013 Bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari 
dalam perannya telah menyalurkan pembiayaan pemilikan rumah sebesar 
Rp.78.308.993.645,77 dengan jumlah nasabah 234 orang yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan rumah tinggal, ruko serta perumahan yang dikerjakan oleh 
pengembang. Akad yang digunakan pada transaksi program pembiayaan 
kepemilikan rumah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari adalah skim ba’i 
al-murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank 
membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar 
harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.  
Kata kunci: Bank Syari’ah Mandiri, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, 
Akad Murabahah. 
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Pendahuluan 
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan 
kualitas hidup manusia sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan 
layak bagi masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya 
masyarakat. Perumahan tidak dapat dilihat sekedar sebagai suatu benda mati 
atau sarana kehidupan semata mata, tetapi lebih dari itu perumahan 
merupakan suatu proses bermukim yang dapat menciptakan ruang hidup di 
lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya.  
Pengertian rumah dan lingkungannya secara umum didasarkan pada 
UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta SNI 03-
1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di 
perkotaan.  
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 
hunian dan sarana pembinaan, sedangkan permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan.1 
Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia untuk 
memenuhi kebutuhan akan perumahan, negara (dalam hal ini adalah 
pemerintah) meyediakan dan menyelenggarakan program yang ditujukan 
untuk tercapainya tujuan tersebut melalui program kredit perumahan bagi 
masyarakat.  
Program kredit perumahan ini dilaksanakan oleh Bank yang 
mempunyai fungsi atau kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sesuai 
dengan isi Pasal 1 ayat 2 UU RI. tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”.2 
Pendanaan atau Pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting 
dalam pembangunan perumahan berkelanjutan termasuk pengembangan 
rumah bagi masyarakat. Pembiayaan perumahan meliputi antara lain 
pembiayaan untuk pengadaan tanah, perizinan dan perencanaan, 
infrastruktur serta pembangunan fisik rumah, sehingga ketersediaan fasilitas 
                                                 
1http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2464/2011_hb_nurh
asan_bab_1.pdf? sequence=2. Diakses tanggal 2 Februari 2013 
2 UU RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. 
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KPR sangatlah diperlukan, hal ini mengingat bahwa untuk membeli atau 
memiliki rumah secara kontan masih dirasa berat. 
Tulisan ini akan membahas tentang prosedur pembiayaan griya Bank 
Syari’ah Mandiri Cabang Kendari, bagaimana bentuk akad kepemilikan, dan 
apa saja bentuk pembiayaan griya yang dimiliki Bank Syari;ah Mandiri 
Cabang Kendari. 
 
Pengertian Bank  
Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi 
sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang 
kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). 
Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak 
yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank 
menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan 
kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.3 
Sesuai dengan isi pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.4  
Selain itu Bank juga berperan sebagai agen pembangunan yang 
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.5 
Dari pengertian tersebut di atas, bank memiliki fungsi sebagai agent 
of trust, agent of development, dan agent of services.6 
                                                 
3 Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2000), h. 6. 
4Op cit, Pasal 1 angka 2  
5 Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000), h. 3. 
6Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2006),   h. 16-17. 
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Dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah 
bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 
prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.8  
Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 menyatakan: 
“Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 
Syari’ah dan Unit Usaha syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”. Pasal 1 ayat 2 
menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat”. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 
ayat 12 tentang pengertian Prinsip Syari’ah menyatakan: “Prinsip Syari’ah 
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa bidang syari’ah”.9  
Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syari’ah menganut prinsip-
prinsip sebagai berikut:10 
1. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi 
hasil dan pengambilam margin keuntungan yang disepakati bersama 
antara bank dengan nasabah.  
2. Prinsip Kesederajatan 
Bank syari’ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah 
pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. 
                                                 
7  Drs. Ismail, MBA., AK., Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, 
(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 12 
8 Op cit, UU RI. Nomor 10 Tahun 1998 
9  Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
10  Adrian Sutedi, S.H., M.H, Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi 
Hukum, (Ghalia Indonesia, 2009) h.32 
BANK 
Penyaluran Dana Penghimpunan Dana Pelayanan Jasa 
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Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang 
berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, 
maupun bank.  
3. Prinsip Ketentraman 
Produk-produk bank syari’ah telah sesuai dengan kaidah muamalah 
Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. 
Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir mm 
aupun batin.  
Dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syari’ah berasaskan 
prinsip syari’ah, demokrasi ekonomi serta prinsip kehati-hatian. Pada 
penjelasan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dikemukakan: 
1. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah 
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain 
dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 
kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-
meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas 
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 
berjalannya waktu (nasi’ah); 
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat 
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya. 
2. Kegiatan usaha bank syariah berasaskan demokrasi ekonomi yaitu 
kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, 
pemerataan, dan kemanfaatan serta prinsip kehati-hatian yakni berdasar 
kepada pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan 
perbankanyang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan 
peraturan. 
3. Kegiatan usahanya ban syariah berasaskan prinsip kehati-hatian yakni 
berdasar kepada pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna 
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Karakteristik Bank Syari’ah 
Bank syariah sebagai bank yang melaksanakan usahanya 
berdasarkan prinsip syari’ah memiliki karakteristik sebagai berikut:11 
a. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam 
bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan 
negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan 
sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. 
b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu 
dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun 
batas waktu perjanjian telah berakhir. 
c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank syari’ah tidak 
menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan 
dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya 
suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. 
d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh 
penyimpan dianggap sebagai titipan (al wadiah) sedangkan bagi bank 
dianggap sebagai titipan yang diamantkan sebagai penyertaan dana pada 
proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 
syari’ah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 
e. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) bertugas untuk mengawasi 
operasionalisasi bank dari sudut syari’ahnya. Selain itu, segenap jajaran 
pimpinan Bank syari’ah harus menguasai dasar-dasar muamalah. 
Fungsi kelembagaan Bank Syari’ah selain menjembatani antara 
pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga 
mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amnah, artinya berkewjiban menjaga 
dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap 
sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. 
 
Pengawasan Bank Syariah 
Dalam menjalankan usahanya, bank syariah berupaya menjaga dan 
memelihara agar prinsip syariah terus terpelihara dalam oprasional bank. 
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan 
usahanya menyimpang dari nilai-nilai syariah sehingga perlu adanya 
pengawasan terhadap oprasional bank syariah. 
a. Pengawasan Melalui Strutur Organisasi 
Dalam struktur organisasi bank syariah, dikenal adanya Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang biasanya ditempatkan pada posisi 
setingkat dewan komisaris dengan tugas dan bertanggung jawab 
                                                 
11  Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari’ah, (P3EI Press, Yogyakarta, 
2008) h. 44 
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memberikan pengawasan terhadap oprasional bank tersebut. Dewan 
Pengawas syariah bertugas meneliti produk-produk bank syariah dan 
memberikan rekomendasi terhadap produk tersebut serta membuat 
pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.12 Anggota DPS ditetapkan oleh oleh 
rapat pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari 
Dewan Syariah Nasional (DSN).  
Pada tingkat nasional, lembaga pengawasan dilakukan olen 
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga otonom di 
bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang ketua dan sekertaris 
umumnya secara ex oficio dijabat oleh ketua dan sekertaris Majelis 
Ulama Indonesia. Tugas lembaga ini antara lain adalah: 
1) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, seperti bank 
syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura dan lain-
lain. 
2) Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan 
dikembangkan pada bank-bank syariah yang diajukan oleh 
manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi 
dari dewan pengawas syariah. 
3) Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh dewan pengawas 
syariah dalam mengawasi bank-bank syariah. 
4) Merekomendasikan para ulama yang akan ditugaskan menjadi dewan 
pengawas syariah13  
b. Pengawasan melalui Usaha Yang dibiayai 
Sebelum menyetujui usulan pembiayaan, pihak bank akan 
menseleksi hal-hal yang berhubungan dengan usaha pembiayaan, 
sehingga dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 
Hal-hal yang diperhatikan tersebut antara lain: 
1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram. 
2) Apakah objek pembiayaan menimbulkan kemadharatan bagi 
masyarakat. 
3) Apakah berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila. 
4) Apakah objek berkaitan dengan perjudian. 
5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata illegal atau 
berorentasi pada pembangunan senjata pemusnah missal. 
6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung 
maupun tidak langsung14  
                                                 
12Op. cit., h.124 
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta, 
Gema Insani, 2001) h. 32 
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Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 
Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 
pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu. Dalam hubungannya  dengan bank syari’ah akad adalah 
kesepakatan tertulis antara bank syari’ah atau Unit Usaha Syariah dan pihak 
lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 
sesuai dengan prinsip syari’ah. 15  
Dana-dana yang sudah terkumpul di bank syari’ah kemudian 
disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para nasabah sesuai akad 
berdasarkan prinsip syari’ah yang terbagi kepada tiga prinsip pembiayaan, 
yaitu:16 
a. Prinsip Bagi Hasil 
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam 
dua bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayan 
musyarakah;  
1) Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara 
pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang 
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau 
Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 
Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah 
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau 
menyalahi perjanjian. 
2) Musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana 
masing-masing. 
b. Prinsip Jual Beli 
Prinsip jual beli yang dilakukan perbankan syari’ah 
diimplementasikan kedalam tiga bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan 
murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna. 
1) Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 
yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.  
                                                                                                                            
14Ibid, h. 34 
15Op cit, Rifqi Muhammad h. 118 
16Ibid, h. 40 
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2) Salam adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu 
yang disepakati. 
3) Istisna adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 
guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri 
c. Prinsip Sewa (Ujrah) 
Prinsip sewa yang dilakukan perbankan syari’ah diimplementasikan 
ke dalam dua bentuk produk yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiya bittamlik.  
1) Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 
guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa 
dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 
2) Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka 
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 
 
Pembiayaan pada perbankan syariah 
Pembiayaan yang diberikan bank pada dasarnya untuk mendukung 
investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan nasabah 
calon debitur dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.17  
Dalam hal pembiayaan, bank konvensional menggunakan istilah 
kredit yang tentunya memiliki banyak perbedaan antara sistem pembiayan 
di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. Perbedaan tersebut 
adalah: 
a. pada bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada pemilik dana 
(bank) berupa bunga yang ditetapkan persentasi, sedangkan pada bank 
syariah menggunakan profit sharing. 
b. Pembayaran kembali dana yang dipinjam pada bank konvensional 
dibayar secara angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan, sedangkan 
pembiayaan pada bank islam tidak mengharuskan angsuran tiap bulan 
atau waktu tertentu, tetapi harus lunas pada waktu yang disepakati. 
c. Jika ternyata debitur dapat melunasi utangnya sebelum jangka waktu 
yang ditetapkan; pada bank konvensional dikenakan potongan atas 
                                                 
17Op cit, UU RI. Nomor 10 Tahun 1998  
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pinjaman, sedangkan pada bank syariah dikenakan rabat pada pelunasan 
utang sebelum waktunya.  
 
Unsur-unsur pembiayaan  
Pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan bahwa 
debitur diyakini dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu dan 
syarat yang telah disepakati oleh semua pihak, sehingga terdapat beberapa 
unsur dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tersebut, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, 
jasa maupum barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
b. Kesepakatan  
Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian diamana masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan 
penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah. 
c. Jangka waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-
masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencangkup waktu 
pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.. 
d. Resiko  
Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak 
selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko 
kerugian. Seperti ketika terjadinya  side streaming, lalai dan kesalahan 
yang  sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.18  
 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah 
Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan 
bunga. Secara umum, di bank syariah menggunakan skema jual beli dan 
pembiayaan dengan bagi hasil. Peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia tentang perbankan meskipun tidak langsung mengatur mengenai 
penghapusan bunga, akan tetapi telah memberi tempat tumbuhnya 
alternative lain selain bunga. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 
25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil 
sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah. Pasal 1 tersebut menyatakan bahwa 
                                                 
18Op cit, Muhammad Syafi’i Antonio, h. 49 
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pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu, berupa:19 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dan dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna; 
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh; 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syari’ah 
dan/atau unit usaha syari’ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan atau bagi hasil. 
Penyaluran dana dalam sistem perbankan syari’ah dikenal dengan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang didefinisikan sebagai 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau 
bagi hasil.20 
Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh bank 
syariah adalah Pembiayaan Rumah, atau yang sering dikenal dengan istilah 
KPR syariah. Pembiyaan kepemilikan rumah dapat digunakan untuk 
membeli rumah (rumah, ruko, rukan, apartemen) baru maupun bekas, 
membangun atau merenovasi rumah, dan untuk pengalihan pembiayaan 
KPR dari bank lain. 
 
Bentuk Program Pembiayaan Griya Bank Syari’ah Mandiri Cab. 
Kendari 
Bapak Basran selaku salah satu staf Pelaksana Marketing Makro 
(PMS) menyatakan21 bahwa Bank syari’ah Mandiri Cabang kendari 
memiliki beberapa produk pembiayaan seperti halnya Bank syari’ah 
Mandiri cabang lain, yang dibagi kepada dua kelompok yakni konsumtif 
dan produltif. Sebagai bentuk peran serta dalam membantu memenuhi 
kebutuhan perumahan bagi masyarakat, Bank Syari’ah Mandiri cabang 
Kendari memiliki tiga bentuk pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan 
                                                 
19  Op cit, Adrian Sutedi, S.H., M.H,  h. 67  
20  Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, SH. MH., Tanya Jawab Perbankan Syari’ah,  
(Yogyakarta, UII Press, 2008) h. 53 
21 Wawancara dengan bapak Basran 
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griya BSM, pembiayaan griya BSM bersubsidi serta pembiayaan griya BSM 
optima. 
1. Pembiayaan Griya BSM 
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, 
atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), 
baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non 
developer, dengan system akad murabahah. 
2. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi 
Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan 
atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun 
oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari 
pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. 
3. Pembiayaan Griya BSM Optima 
Pembiayaan Griya BSM Optima merupakan pembiayaan pemilikan 
rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan 
tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang 
coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya 
dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to service ratio (DSR) 
Nasabah. 
Dari data Nasabah pembiayaan per tanggal 25 Mei 2013 nasabah 




1. BSM Griya 191 54.674.781.911,14 
2. Pembiayaan Perumahan 30 12.468.200.606,61 
3. Ruko 13 11.166.011.128.02 
JUMLAH TOTAL 234 78.308.993.645,77 
Sumber: Data nasabah pembiayaan Bank Syari’ah Mandiri Cabang 
Kendari per 25 Mei 2013 
 
Akad Transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bank Syari’ah Mandiri 
Cab. Kendari 
Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Akad juga 
berarti perjanjian, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau 
kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang 
menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.  
Akad pada Transaksi pembiayaan kepemilikan rumah bank Syari’ah 
Mandiri Cabang Kendari menggunakan skim ba’i al-murabahah yaitu 
transaksi jual beli barang pada harga pokok perolehan barang (modal) 
dengan keuntungan yang disepakati antara dua belah pihak yakni pihak 
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penjual dan pihak pembeli. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan 
pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, 
tangguh maupun dicicil.22 
 
















Skema Ba’i Al Murabahah 
 
Harga jual pada skim ba’i al-murabahah terdiri atas harga pokok 
barang ditambah nilai margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal akad 
untuk pembiayaan pemilikan rumah, maka harga jual rumah ditetapkan di 
awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan rumah dimana 
harga jualnya sama dengan harga pokok ditambah dengan margin 
keuntungan yang sudah disepakati dari awal akad, sehinggga nasabah 
tinggal mencicil dengan cicilan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan sesuai 
dengan harga akhir yang telah disepakati. 
 
Penentuan Margin Pembiayaan Griya BSM 
Perhitungan angsuran pembayaran pembiayaan yang digunakan Bank 
syari’ah Mandiri adalah metode margin keuntungan flat dan metode margin 
keuntungan annuitas. 
1. Perhitungan Angsuran Pembiayaan Menggunakan Metode Margin 
Keuntungan Flat 
                                                 
22Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004) h. 88  
BANK 
1. Negosiasi & Persyaratan 
2. Akad Jual Beli 
6. Bayar 




5. Terima Barang & 
Dokumen 
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Margin keuntungan flat merupakan perhitungan margin keuntungan 
terhadap nilai harga pokok pembiayaaan secara tetap dari satu periode ke 
periode lainnya. 
Daftar margin pembiayaan di Bank Syariah mandiri Cabang kendari 
adalah sebagai berikut; 
No. Jangka Waktu 
(Bulan) 
Margin Flat per 
Bulan (%) 
Margin Plat per Tahun 
(%) 
1. 12 0.50 6.06 
2. 24 0.49 5.93 
3. 36 0.50 5.95 
4. 48 0.50 6.01 
5. 60 0.51 6.09 
6. 72 0.57 6.79 
7. 84 0.57 6.90 
8. 96 0.58 7.00 
9. 108 0.59 7.11 
10. 120 0.60 7.22 
11. 132 0.67 8.04 
12. 144 0.68 8.16 
13. 156 0.69 8.28 
14. 168 0.70 8.40 
15. 180 0.71 8.52 
Sumber: Daftar angsuran pembelian dan renovasi rumah BSM Syari’ah 
Cabang Kendari 
 
Contoh angsuran pembiayaan metode perhitungan margin plat dengan 
asumsi;  
1). Jumlah pembiayaan  : Rp. 100.000.000,- 
2). Jangka waktu pembiayaan  : 24 bulan 
3). Margin flat per bulan  : 0.49% 
4). Margin flat per tahun : 5.93% 
Tabel contoh angsuran pembiayaan metode perhitungan margin plat 








Vol. 10 No. 1, Juli 2015     AL-IZZAH 
Bulan ke- Angsuran (Rp) Bulan ke- angsuran (Rp) 
1 4.660.784 13 4.660.784 
2 4.660.784 14 4.660.784 
3 4.660.784 15 4.660.784 
4 4.660.784 16 4.660.784 
5 4.660.784 17 4.660.784 
6 4.660.784 18 4.660.784 
7 4.660.784 19 4.660.784 
8 4.660.784 20 4.660.784 
9 4.660.784 21 4.660.784 
10 4.660.784 22 4.660.784 
11 4.660.784 23 4.660.784 
12 4.660.784 24 4.660.784 
Total Angsuran 111.858.816 
 
2. Perhitungan Angsuran Pembiayaan Menggunakan Metode Margin 
Keuntungan Annuitas (price step up) 
Margin keuntungan annuitas ialah suatu cara pengembalian 
pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin 
keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola 
angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan 
yang semakin menurun, dengan besaran margin bertahap. 
Contoh perhitungan metode margin keuntungan annuitas (price 
step up) dua tahapan margin dengan asumsi; 
1). Plafon pembiayaan  : Rp. 165.000.000,- 
2). Lamanya angsuran  : 120 bulan 
3). Besaran Margin  : 12.35% 
 
Tabel contoh angsuran pembiayaan metode perhitungan margin plat 
adalah sebagai berikut: 
Tenor (bulan) 
120 









Angsuran I Angsuran II 
24 96 9.00% 14% 2.090.152.27 2.478.398.89 
Jumlah angsuran 50.163.606.48 237.926.293.44 
Jumlah total yang harus dibayar  288.089.899.92 
Sumber: contoh perhitungan annuitas (price step up) BSM cabang Kendari 
(diolah) 
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PENUTUP 
A.  KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat menarik 
kesimpulan sesuai dengan batasan penelitian, yaitu: 
1. Sebagai perbankan nasional yang berkewajiban membantu program 
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, 
Bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari ikut serta dalam memberikan 
layanan pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat.  
Sebagai bukti peran serta bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari dalam 
memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat adalah dengan 
dijalankannya program pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat 
yaitu: 
a. Pembiayaan Griya BSM 
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, 
atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), 
baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non 
developer. 
b. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi 
Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk 
pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang 
dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang 
muka dari pemerintah.  
c. Pembiayaan Griya BSM Optima 
Pembiayaan Griya BSM Optima merupakan pembiayaan untuk 
pembelian rumah tinggal (konsumer) yang telah bersertifikat, baik baru 
maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer, dan 
memungkinkan bagi Nasabah untuk menambah fasilitas 
pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya 
sepanjang debt to service ratio (DSR) dan coverage atas agunannya 
masih meng-cover total pembiayaannya. 
Dari ketiga program pembiayaan pemilikan perumahan tersebut, per 
tanggal 25 Mei 2013 tercatat nasabah yang mengikuti program tersebut 
sebanyak 234 nasabah dengan capaian nominal Rp.78.308.993.645,77 
2. Akad yang digunakan pada transaksi ketiga program pembiayaan 
kepemilikan rumah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari adalah 
skim ba’i al-murabahah yaitu prinsip ba’i (jual beli) dimana harga 
jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan 
(ribhun) yang disepakati. Dalam hal akad untuk pembiayaan pemilikan 
rumah, maka harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah 
menandatangani perjanjian pembiayaan rumah dimana harga jualnya 
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sudah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara 
pihak bank syariah Mandiri Cab. Kendari dan pihak pembeli yang 
pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan secara angsuran 
dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar 
setiap bulan.  
3. Untuk menentukan margin keuntungan pembiayaan kepemilikan rumah 
di Bank syari’ah cabang Kendari menggunakan dua sistem perhitungan 




Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis 
membuat catatan sebagai bahan masukan sebagai berikut : 
1. Mengingat perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar 
bagi setiap orang terutama yang sudah berumah tangga, akan tetapi masih 
banyak yang belum mampu membiayai pengadaan perumahan secara 
kontan, maka diharapkan kepada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Kendari 
sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiaya 
perumahan berbasis syari’ah untuk terus mensosialisasikan serta 
memberikan kemudahan sehingga semua lapisan masyarakat yang 
memerlukan pembiayaan mengetahui dan bisa mengikuti program 
pembiayaan kepemilikan rumah. 
2. Agar bisa menjual objek akad dengan harga lebih murah, dalam hal 
Objek atau barang (mabi’) yang diperjual belikan dalam akad diadakan 
langsung oleh Bank syari’ah Mandiri Cabang Kendari, diharapkan pihak 
bank dapat membeli barang dimaksud dengan harga dasar pembelian 
yang lebih murah mengingat komponen terpenting yang dapat 
mempengaruhi besarnya marjin bagi bank syari’ah adalah harga dasar 
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